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PEMBANGUNAN TOL JOGJA - SOLO

Juni, Masuk Ringroad Sleman

SLEMAN (KR) - Penimbunan material
untuk membangun badan jalan tol Jogja -
Solo seksi 2 paket 2.2 sepanjang 3,25 kilome-
ter saat ini sudah tembus dari junction
Sleman di Tirtoadi sampai Kalurahan
Trihanggo. Ditargetkan pekerjaan kontruksi
proyek jalan tol ini segera masuk ke area
Ringroad Utara Sleman.

“Insya Allah, bulan Juni
nanti kita sudah bisa ma-
suk ke area Ringroad Uta-
ra. Kami akan melakukan
pekerjaan fisik di Ring-
road Utara sebagai bagian
dari pekerjaan jalan tol
Jogja- Solo paket 2.2 yang
ada di Kalurahan Tri-
hanggo,” kata Pejabat Hu-
mas PT Adhikarya, kon-
traktor yang membangun
jalan tol Jogja Solo paket
2.2, Agung Murhandjanto,
Rabu (15/5).

Menurutnya, Ringroad
Utara Sleman yang menja-
di area kontruksi jalan tol
Jogja - Solo paket 2.2 ini
dimulai dari depan Kam-
pus UTY atau sebelah ba-
rat flyover Jombor hingga
tikungan Ngawen di Kalu-
rahan Trihanggo. Total
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panjangnya sekitar 1 kilo-
meter. Nantinya area kon-
truksi yang berada di me-
dian tengah Ringroad
Utara selebar 12 meter
akan diamankan menggu-
nakan beton dan ditutup
seng.

”Saat pekerjaan kon-
truksi berjalan, arus lalu-
lintas tetap dibuka. Arti-
nya tidak ada penutupan
jalan. Hanya saja pengen-
dara diimbau lebih hati-
hati karena terjadi pe-
nyempitan badan jalan.
Sebab bagian tengah Ring-
road dipagar untuk digu-
nakan sebagai area kon-
truksi,” ungkap Agung.

Dijelaskan pula, saat ini
pihaknya sudah mulai
bersiap di antaranya ber-
koordinasi dengan Dishub,
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Polri maupun beberapa in-
stansi terkait di Kabupa-
ten Sleman untuk meng-
atur bagaimana mekanis-
me lalulintasnya.

”Salah satunya kan kita
sudah buka separator
(pembatas) jalur lambat.
Jadi nanti kendaraan yang
melintas tidak ada jalur
cepat dan jalur lambat
karena separatornya su-
dah dihilangkan. Kemu-
dian di bagian tengah, se-
lebar 12 meter akan kami
kasih pembatas represen-
tatif untuk area proyek,”
bebernya.

Menurut Agung, peker-
jaan fisik kontruksi jalan
tol Jogja - Solo paket 2.2
sampai pertengahan Mei
ini sudah mencapai 28
persen. Jalan tol yang
membentang di tiga Kalu-
rahan yakni Tirtoadi, Tlo-
goadi, Trihanggo Sleman
ini bahkan sudah terhu-
bung dengan jalan tol
Jogja- Bawen seksi 1. Titik
sambung untuk kedua
jalan bebas hambatan ini
berada di Padukuhan
Sanggrahan Kalurahan
Tirtoadi Sleman. (Has)-f
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Pekerja pembangunan Jalan Tol Yogya-Solo menunjukkan progres pemba-
ngunan.
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CALEG YANG MAJU PILKADA 2024

KPU Saat Ini Nyatakan Harus Mundur

JAKARTA (KR) - Ketua Komisi
Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim
Asy’ari mengatakan, calon legislatif (ca-
leg) terpilih di Pemilu 2024 harus men-
gundurkan diri apabila mencalonkan
diri dalam Pilkada Serentak 2024.

Hal itu disampaikan Hasyim dalam
Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama
Komisi IT DPR RI di Kompleks Parlemen
Senayan Jakarta, Rabu (15/5). Sebelum-
nya, ia menyatakan caleg terpilih tak
harus mundur bila maju pilkada.

Hasyim menjelaskan, dalam UU
Pilkada menentukan, jika ada anggota
DPR, DPD, dan DPRD provinsi dan ka-
bupaten/kota didaftarkan sebagai calon,
maka yang bersangkutan harus men-
gundurkan diri dari jabatannya.

“Pada dasarnya di UU Pilkada menen-
tukan, kalau ada anggota DPR, DPD,
DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota
didaftarkan sebagai calon, yang bersang-
kutan harus mengundurkan diri dari ja-
batannya. Ini bagi anggota,” ujar Hasyim.

Meski begitu, bagi calon terpilih yang
belum dilantik maka yang bersangkut-
an harus bersedia mengundurkan diri

lantik.

tersebut.

sebagai calon terpilih anggota DPR,
DPD atau DPRD walaupun belum di-

”Jadi, kalau belum dilantik itu status-
nya adalah sebagai calon terpilih. Maka
apabila yang bersangkutan didaftarkan
partai politik sebagai calon atau bakal
calon kepala daerah atau wakil kepala
daerah yang bersangkutan harus berse-
dia mengundurkan diri,” terangnya.

Adapun syarat atau dokumen yang
diperlukan adalah surat pengunduran
diri sebagai anggota DPR, DPD atau
DPRD yang diserahkan paling lambat
lima hari setelah penetapan pasangan
calon (paslon) di Pilkada 2024. Doku-
men kedua adalah tanda terima dari pe-
jabat yang berwenang atas penyerahan
surat pengajuan pengunduran diri

Ketiga, surat keterangan, pengajuan
pengunduran diri sedang diproses oleh
pejabat yang berwenang. Selain itu,
Hasyim juga memberikan simulasi. Ia
menuturkan dalam tahapan pilkada
pendaftaran calon dilaksanakan tanggal
27-29 Agustus 2024.
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KR-Antara/Andreas Fitri Atmoko
FESTIVAL DALANG CILIK: Peserta memainkan wayang kulit saat Festival
Dalang Cilik (FDC) 2024 dalam rangkaian Dies Natalis ke-60 Universitas
Negeri Yogyakarta (UNY) di Kampung Emas, Krapyak IX, Margoagung,
Seyegan, Sleman, Rabu (15/5/2024). Acara yang diikuti 30 dalang cilik jenjang
SD dan SMP dari berbagai daerah di Jawa Tengah, DIY, hingga Lampung terse-
but menjadi semangat regenerasi dalang muda serta pelestarian wayang kulit.

Sistem Pemilu Perlu Dikaji Ulang

JAKARTA (KR) -
Menteri Dalam Negeri
(Mendagri) Tito Karna-
vian sepakat sistem Pemi-
lihan Umum (Pemilu)
perlu dikaji ulang setelah
mendengarkan pemba-
hasan rapat evaluasi pe-
milu bersama Komisi IT
DPR RI. Semua masukan
dari para Anggota Komisi
II DPR RI tentang evalu-
asi pemilu itu bakal di-
catat pihaknya untuk
dikaji bersama para ahli
dengan kajian ilmiah.

“Intinya kami sependa-
pat agar ada desain ulang
untuk sistem kepemiluan,
belajar dari pemilu sebe-
lumnya, yang baik kita
pertahankan, yang buruk
kita perbaiki,” kata Tito
Karnavian di Kompleks
Parlemen, Jakarta, Rabu
(15/5).

Ta mengatakan, dinami-
ka proses demokrasi yang
terjadi sejauh ini adalah
pengaruh dari proses poli-
tik pasca Reformasi 1998.
Menurutnya bangsa ini
telah memilih untuk men-

JAKARTA (KR) -
Badan Penyelenggara Ja-
minan Sosial (BPJS)
Kesehatan menyatakan,
ketentuan seputar jenjang
kelas pada layanan Kelas
Rawat Inap Standar
(KRIS) hingga penyesua-
ian iuran peserta dievalu-
asi berdasarkan imple-
mentasi Peraturan Presi-
den (Perpres) Nomor 59
Tahun 2024 tentang Ja-
minan Kesehatan.

”Ke depan ini masih ada
evaluasi yang akan di-
lakukan antarkementeri-
an dan lembaga,” kata
Asisten Deputi Komuni-
kasi Publik dan Humas
BPJS Kesehatan Rizzky
Anugrah dalam konferen-
si pers di Gedung Kemen-
terian Kesehatan Jakarta,
Rabu (15/5).

Ia mengatakan, evaluasi
terhadap ketentuan klasi-
fikasi rawat inap hingga
penyesuaian iuran peserta
dibahas melibatkan Ke-

menterian Kesehatan
(Kemenkes), Kementerian
Keuangan (Kemenkeu),

jalankan sistem demo-
krasi liberal, tetapi sistem
itu dinilai kurang baik ji-
ka diterapkan di negara
yang mayoritas masyara-
kat menengah ke bawah.

Untuk itu, ia mengata-
kan Kemendagri bakal
menggelar sejumlah fo-
rum diskusi terkait per-
masalahan sistem kepe-
miluan. "Segala macam
koreksi akan menjadi ma-
sukan,” ucap Tito Kar-
navian.

Selain itu, perbaikan
sistem tersebut melalui
RUU jangan sampai
bersifat kejar tayang dan
dampaknya justru kurang
baik terhadap bangsa.
Terlepas dari berbagai
persoalan yang ada, me-
nurut Tito, Kemendagri
memiliki pandangan,
Pemilu 2024 yang digelar
pada 14 Februari lalu itu
berjalan dengan aman
dan kondusif.

Ketua Komisi II DPR
RI Ahmad Doli Kurnia
tak menampik dirinya
mendengar isu adanya

politik transaksional
hingga tingkat bawah.
Hal itu timbul karena
adanya preseden dari
tingkatan di atasnya. "Itu
semuanya bisa karena se-
bab akibat, perilaku me-
nyimpang, soal transak-
sional, berarti ada kebu-
tuhan,” kata Doli.

Sementara itu, Komisi
Pemilihan Umum (KPU)
RI siap memberikan ma-
sukan strategis terkait re-
visi UU No 7 Tahun 2017
tentang Pemilu. "KPU se-
bagai penyelenggara pe-
milu, sebagaimana dia-
manatkan UU Pemilu
siap memberikan masuk-
an strategis,” kata anggo-
ta KPU Idham Holik.

Ia meyakini pemben-
tuk undang-undang su-
dah mengagendakan hal
tersebut mengingat Pe-
milu 2024 masih menggu-
nakan UU No 7 Tahun
2017. Menurutnya, akan
ada perubahan pada UU
Pemilu. Pihaknya yakin
UU Pemilu ke depan
akan dilakukan peruba-

SESUAI PERPRES 59/2024

Kelas dan Tarif KRIS Dievaluasi

Dewan Jaminan Sosial
Nasional (DJSN), dan
BPJS Kesehatan. Hal itu
sesuai Pasal 103B Perpres
Jaminan Kesehatan yang
menyatakan, penerapan
fasilitas ruang perawatan
pada pelayanan rawat in-
ap berdasarkan KRIS di-
laksanakan secara menye-
luruh untuk rumah sakit
yang bekerja sama dengan
BPJS Kesehatan paling
lambat 30 Juni 2025.

"Tentunya kami akan
sama-sama melihat dari
implementasi Perpres ini
sampai 30 dJuni 2025,”
katanya.

Selama proses evaluasi
bergulir, kata Rizzky, be-
saran iuran peserta BPJS
Kesehatan masih tetap
sama, mengacu pada Per-
pres 64 Tahun 2020 yang
masih berlaku, karena ti-
dak ada penghapusan jen-
jang kelas.

Hasil evaluasi terhadap
implementasi KRIS sesuai
Perpres akan menjadi lan-
dasan bagi BPJS Kese-
hatan dalam penetapan

manfaat layanan bagi pe-
serta, tarif yang dibayar-
kan BPJS Kesehatan ke-
pada rumah sakit, dan
penyesuaian iuran bagi
peserta. "Sampai saat ini,
pelayanan di fasilitas ke-
sehatan masih sama, se-
perti sebelum Perpres 59
ini berlaku,” katanya.

Presiden Joko Widodo
(Jokowi)  menerbitkan
Perpres Nomor 59 Tahun
2024 tentang Jaminan
Kesehatan yang di dalam-
nya mengatur peningkat-
an mutu standar pelayan-
an melalui KRIS. Perpres
yang terbit 8 Mei 2024 itu
salah satunya mengatur
tentang standar kelas ru-
ang rawat inap yang men-
cakup 12 kriteria, mulai
dari kualitas bangunan,
pencahayaan, kamar
mandi dalam, hingga in-
stalasi oksigen.

Kemenkes menargetkan
3.060 rumah sakit nasio-
nal mengimplementasi-
kan KRIS bagi pemegang
kartu BPJS Kesehatan
paling lambat 30 dJuni

han. "Kita tunggu saja
waktunya kapan diagen-
dakan,” jelasnya.
Sebelumnya, Senin
(22/4), Ketua Mahkamah
Konstitusi Suhartoyo
mengataka terdapat bebe-
rapa kelemahan dalam
UU Pemilu, Peraturan
KPU (PKPU) dan Per-
aturan Bawaslu. Kele-
mahan tersebut pada
akhirnya menimbulkan
kebuntuan bagi penye-
lenggara pemilu.
Menurut  Suhartoyo
saat itu, UU Pemilu be-
lum memberikan peng-
aturan tentang kegiatan
yang dapat dikategorikan
sebagai kampanye yang
dilakukan sebelum dan
setelah masa kampanye
dimulai. Demi memberi-
kan kepastian hukum dan
keadilan bagi pelaksana-
an pemilu maupun pilka-
da selanjutnya, lanjut
Suhartoyo, penting bagi
pemerintah dan DPR me-
lakukan penyempurnaan
UU Pemilu dan UU Pil-
kada. (Ant/Obi)-d

2025. ”Ini saya sam-
paikan, ada 3.176 rumah
sakit (RS) secara nasional.
Yang akan diimplemen-
tasikan masuk KRIS itu
3.060 RS, sedangkan tar-
getnya 30 April 2024 se-
banyak 2.858 RS,” kata
Juru Bicara Kemenkes
Mohammad Syahril.
Hingga 2023, kata
Syahril, pengelola rumah
sakit yang sudah siap
mengimplementasikan
KRIS berjumlah 1.216 RS.
Sementara, capaian im-
plementasi KRIS di perio-
de yang sama mencapai
995 rumah sakit.
Dikatakan Syahril, Ke-
menkes melalui Direk-
torat Jenderal Layanan
Kesehatan masih berupa-
ya mengejar tambahan
implementasi KRIS di
tahun ini mencapai 2.432
rumabh sakit, dari realisasi
di 30 April 2024 sebanyak
1.053 rumah sakit. "Nanti
di Juni 2025 itu akan kita
realisasikan  sebanyak
3.057 rumah sakit,” ujar-
nya. (Ant)-f



